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BUPATI TUBAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR  2  TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN TUBANTAHUN 2016-2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI TUBAN, 

Menimbang : a. bahwa Sila Kelima Pancasila mengamanatkan Negara 

untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut 

dalam Pasal 33 UUD 1945 berupa perwujudan 

peningkatan kesejahteraan sosial dalam pembangunan 

nasional melalui strategi pembangunan dalam konsep 

pembangunan berkelanjutan;  

  b. bahwa dalam rangka membangun konsep pembangunan 

berkelanjutan, serta sebagai tindaklanjut pelaksanaan 

ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanatkan Pemerintah 

Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan 

pembangunan antara lain RPJMD sebagai dokumen 

perencanaan jangka menengah Daerah, Pemerintah 

Kabupaten Tuban telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tuban  Tahun 2016-2021; 

 

 

SALINAN 
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c. bahwa dalam perkembangannya, untuk menyelaraskan 

dengan kebijakan Nasional/Provinsi, adanya perubahan 

nomenklatur beberapa Perangkat Daerah, serta 

penyesuaian target kinerja dan tindak lanjut hasil 

evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, 

perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tuban  Tahun 2016-2021; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

membentukPeraturan Daerah tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tuban  Tahun 2016-2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur(Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950(Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6197); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerahdan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada 

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana 

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada 

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran 

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 

Seri E Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2012 Seri D Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun    2019-

2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2019 Seri D Nomor 5); 
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37. Peraturan  Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun2005–2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri 

D Nomor 24); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 

1)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri 

D Nomor 7); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun  

2016tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016–

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2016 Seri E Nomor 63); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN TUBAN 

dan  

BUPATI TUBAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ATASPERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN TUBANTAHUN 2016–2021. 

 

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2016 Nomor 63 Seri E), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 3 

   Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut: 

 

a. BAB I : PENDAHULUAN 

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum 

Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, 

Maksud dan Tujuan serta Sistematika 

Penulisan. 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM 

KONDISI DAERAH 

Menjelaskan dan menyajikan Aspek 

Geografi dan Demografi, Aspek 

Kesejahteraan Masyarakat, Aspek 

Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing 

Daerah. 

c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN 

DAERAH 

Menyajikan gambaran Kinerja Keuangan 

MasaLalu, Kebijakan Pengelolaan 

Keuangan Masa Lalu dan Kerangka 

Pendanaan. 

d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS 

DAERAH 

Menjelaskan Permasalahan Pembangunan 

dan Isu Strategis. 

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

Menguraikan tentang Visi, Misi serta 

Tujuan dan Sasaran. 

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Menguraikan strategi yang dipilih dalam 

mencapai tujuan dan sasaran, arah 

kebijakan dari setiap strategi terpilih, 

hubungan setiap strategi dengan arah dan 

kebijakan dalam rangka pencapaian 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 
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g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN 

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

Memuat program prioritas dalam 

pencapaian visi dan misi serta seluruh 

program yang dirumuskan dalam Renstra  

Perangkat Daerah beserta indikator 

Kinerja, pagu indikatif atrget, Perangkat 

Daerah penanggungjawab berdasarkan 

bidang urusan. 

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

Menguraikan indikator kinerja Daerah, 

Indikator Kinerja Utama Daerah dan 

indikator kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada 

akhir periode masa jabatan Bupati/Wakil 

Bupati. 

i. BAB IX : PENUTUP 

 

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban. 

 

 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 23 Januari 2020 

BUPATI TUBAN, 

 

 

H.FATHUL HUDA 

 

 

ttd. 
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Diundangkan di Tuban 

pada tanggal 23 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TUBAN, 

 

 

BUDI WIYANA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 13-2/2020 

 

 

UNTUK SALINAN YANG SAH 

An. SEKRETARIS DAERAH 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setda Kabupaten Tuban 

 

 

ARIF HANDOYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19661102 199603 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttd. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR   2  TAHUN 2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021 

 

I. UMUM 

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah 

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021. 

Dalam perkembangannya, terdapat Surat Edaran Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.Ppn/12/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019 yang mengamanatkan agar dilakukan 

penyelarasan kembali RPJMD dengan beberapa kebijakan nasional. 

Selain itu, terdapat pula Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor 

700/1672/031.2/2019 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2018, yang memberikan 

pertimbangan untuk melakukan refocusingterhadap indikator tujuan, 

indikator sasaran dan indikator Program untuk penyelarasan kinerja 

yang berkonsekwensi pada penyesuaian target kinerja yang sudah 

tercapai serta munculnya Program baru atau sebaliknya, efisiensi 

Program. 

Hal lainnya, mengenai perubahan kelembagaan pada beberapa 

Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut amanat Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berimplikasi 

pada dilakukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap dokumen 

perencanaan   pembangunan   Daerah   sesuai  kelembagaan Perangkat  

Daerah, serta Rekomendasi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, agar 

Kabupaten Tuban segera melakukan perubahan RPJMD sebagaimana 

tertuang dalam surat Nomor 050/11036/201.5/2019 Perihal Hasil 

Rekomendasi Fasilitasi Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020. 
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Mempertimbangkan beberapa hal-hal tersebut diatas serta 

pertimbangan teknis lainnya, perlumembentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban tentangPerubahan AtasPeraturan Daerah Nomor 24 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tuban  Tahun 2016-2021. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 126 
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